GAMBARAN UMUM
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI


A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Biro Hukum adalah salah satu unit kerja yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan  Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Jambi. 
	
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
A.	Tugas
Sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Jambi.
“Biro Hukum  mempunyai tugas  membantu Sekretaris Daerah dalam rangka penyiapan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan  di bidang penyusunan perundang-undangan dan pembinaan kebijakan daerah,bantuan hukum serta penegakan hak azazi manusia dan dokumentasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

B.	Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39, Biro Hukum mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dan penegakan hak azazi manusia.
b. Pelaksanaan pelayanan dokumentasi bidang perundang-undangan.
c. Penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, bantuan, serta serta penegakan hak azazi manusia serta pembinaan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan kegiatan tata usaha biro.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;.

C. Struktur Organisasi
Mengacu kepada Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, makastruktur organisasi yang terdapat pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi sebagai berikut : 
a. Bagian Perundang-undangan terdiri dari :
· Sub Bagian Tata Hukum.
· Sub Bagian Rancangan Hukum, Telaahan dan Pengesahan.
· Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.
b. Bagian Bantuan Hukum terdiri dari :
· Sub Bagian Sengketa Hukum.
· Sub Bagian Bantuan Hukum.
· Sub Bagian Penegakan Hak Azasi Manusia dan Penyuluhan Hukum.
c. Bagian Pembinaan Kebijakan Daerah Kab/Kota terdiri dari :
· Sub Bagian Pembinaan Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
· Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
· Sub Bagian Tata Usaha Biro.   
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang pegawai yang terdiri atas : 
1. Pejabat  Struktural 			13 orang
2. Pejabat Fungsional			-    orang
3. Pelaksana 				20 orang 
Pada Tabel berikut disajikan kondisi Sumber Daya Aparatur pada Biro Hukum Tahun 2016 berdasarkan Eselonisasi dan Golongan. 
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Adapun Program Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah Program dan kegiatan yang telah diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam prioritas Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 diimplementasikan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1. Kegiatan penataan administrasi Tata Usaha
II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
1. Kegiatan penyusunan program/kegiatan, monitoring dan pelaporan capaian kinerja Biro Hukum.
III. Program perencanaan dan penataan peraturan daerah provinsi.
1. Kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
2. Kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
3. Kegiatan penelitian/pengkajian draf peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur Jambi
4. Kegiatan kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antara peraturan perundang-undangan Daerah.
IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
1. Kegiatan monitoring/pemantauan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi perda Kab/Kota dan peraturan Bupati/Walikota dan Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
2. Kegiatan evaluasi dan fasilitasi Ranperda, Ranperbup/Ranperwako, Rancangan peraturan DPRD Kab/Kota Kegiatan rakor hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota

V. Program Advokasi Hukum dan HAM
1. Kegiatan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi di luar pemerintah daerah dalam pemberian dan pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat
2. Kegiatan bantuan hukum dan konsultasi hukum terhadap permasalahan dan keluhan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Kegiatan pengkajian dan inventarisasi kasus pelanggaran HAM di Provinsi Jambi
4. Kegiatan peningkatan dan pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan HAM di Provinsi Jambi
5. Kegiatan inventarisasi dan pengkajian terhadap konflik/sengketa hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah.
VI. Program Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum
1. Kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
2. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
3. Kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan

D. SUMBER DAYA MANUSIA
a. Tantangan pengembangan pelayanan Biro Hukum :
1. Sumber Daya Manusia terbatas dalam bidang penguasaan teknologi informasi dan keuangan.
2. Sumber Daya Manusia terbatas dalam bidang hukum beracara di tingkat pengadilan.
3. Belum seluruhnya SKPD pemrakarsa pembuatan Perda/Pergub mau menyampaikan soft copy. 
b. Peluang pengembangan pelayanan Biro Hukum :
1. Ketersediaan anggaran.
2. Dukungan moral dan motivasi dari Pimpinan terutama dari penentu kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan.
3. Motivasi yang tinggi dari setiap aparatur di Biro Hukum untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan kepada dinas/instansi.
4. Kerjasama yang baik dari setiap aparatur di Biro Hukum untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur.
5. Tersedianya produk-produk hukum pusat dan daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sangat dibutuhkan oleh SKPD.
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